BUPATI LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR 35> TAHUN 2018
TENTANG

FERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI LANGKAT NOMOR S5 TAHUN 2012
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNG JAWABAN DAN PELAPORAN, SERTA
MONITORING DAN EVALUASI BELANJA BANTUAN SOSIAL
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN LANGKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23A
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedornan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Dearah maka Peraturan Bupati Langkat Nomor 2
Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran
Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban,
dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja
Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat
perlu direvisi untuk Ketiga Kalinya;

b. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan
Bupati Langkat tentang Perubahan ketiga atas
Peraturan Bupati Langkat Nomor 05 Tahun 2012
tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan dan
Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan,
serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Sosial
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Langkat;



Mengingat

10.

Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten
dalam lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1092);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 599);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang
Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Langkat dari
Binjai ke Kota Stabat dalam Wilayah Kabupaten Dati II
Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1982 Nomor 9);

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kodya Dati II Binjai,
Kabupaten Dati II Langkat dan Kabupaten Dati II Deli
Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3323);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578),



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6641);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan sosial
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 465);

Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 29 Tahun
2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun
2007 Nomor 05);

Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah
Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten
Langkat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Langkat Nomor 29);

Peraturan Bupati Langkat Nomor 05 Tahun 2012
tentang Tata cara Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan, Pertanggung Jawaban dan Pelaporan
serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Sosial
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Langkat (Berita Daerah Kabupaten
Langkat Tahun 2012 Nomor 5) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati
Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Bupati Nomor 05 Tahun 2012 tentang Tata
cara Pcnganggaran, Pclaksanaan dan Penatausahaan,
Pertanggung Jawaban dan Pelaporan serta Monitoring



dan Evaluasi Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Langkat (Berita Daerah Kabupaten Langkat
Tahun 2017 Nomor 2 );

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN BUPATI LANGKAT NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNG JAWABAN DAN
PELAPORAN, SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA
BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
LANGEKAT.

Pasal ]

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Langkat Nomor 5 Tahun 2012
tentang Tata cara Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pertanggungjawaban, dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja
Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Langkat sebagaimana telah beberapa kali di ubah ,
terakhir dengan Peraturan Bupati Langkat Nomor 21 Tahun 2014 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2012 tentang
tatacara Penganggaran , Pelaksanaan dan Penatausahaan , Pertangung
jawaban dan Pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan sosial
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Langkat (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2017 Nomor 2) diubah
sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 13 diubah, dan diantara ayat (S} dan ayat (6)
ditambahkan 2 ayat baru yaitu ayat (5a) dan ayat (5b), sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Bantuan sosial berupa uang dan/ atau barang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.

(2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti
Pendidikan bagi Keluarga Kurang mampu, pelajar dan mahasiswa
berpestasi, masyarakat kurang mampu,. keberangkatan haji bagi
masyarakat teladan, yayasan pengelola yatim piatu, cacat berat, kaum
dhuafa, bilal mayit dan guru-guru TPQ, RA, PAUD, MDTA, Penggali
Kubur,serta petugas dan jamaah haji

(3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti
bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan
masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin,
bantuan makanan/ pakaian kepada yatim piatu/ tuna sosial, ternak
bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

(4) Bantuan sosial berupa uang kepada individu, anggota/ kelompok
masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri dari pada



(S)

bantuan yang dapat direncanakan dan tidak dapat direncanakan
sebelumnya.

Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud ayat (4)
dialokasikan kepada individu, dan/atau keluarga yang sudah jelas
nama, alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBD.

(5a) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) berdasarkan usulan dari calon penerima dan / atau atas usulan
kepala SKPD.

(5b) Jumlah pagu usulan kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat

(6)

(7)

(5a) paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari pagu bantuan sosial
yang berdasarkan usulan dari calon penerima.

Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dialokasikan untuk kebutuhan
akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat
penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan
menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau
keluarga yang bersangkutan.

Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak melebihi pagu alokasi
anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

Pasal 14

Jumlah bantuan sosial yang dapat diberikan untuk masing-masing
penerima bantuan sosial kepada :

a. Bantuan Biaya Pendidikan Keluarga Kurang Mampu/ Berprestasi
Paling Banyak Rp.3.000.000,-

b. Masyarakat kurang mampu dan cacat berat Paling Banyak
Rp.3.000.000,-

c. Masyarakat teladan yang akan diberangkatkan Haji disesuaikan
dengan tarif tahun pendaftaran

d. Yayasan pengelola Yatim piatu paling banyak Rp.10.000.000,-

/tahun

Tukang becak dhuafa Paling Banyak Rp.100.000,-/orang/tahun

Bilal mayit Paling Banyak Rp.1.000.000,-/orang/tahun

Guru-guru TPQ, RA, PAUD, MDTA, Paling Banyak Rp.1.200.000,-

/orang/tahun.

. Penggali Kubur Paling Banyak Rp.1.000.000,-

Kepada Petugas Jamaah Haji Paling Banyak Rp.1.000.000,- dan

Kepada Jamaah Haji Paling Banyak Rp.500.000

e @O

Dalam hal belanja bantuan sosial digunakan untuk penanggulangan
bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) jumlah
bantuan sosial dapat diberikan disesuaikan dengan kebutuhan dan
perhitungan pada saat penanggulangan bencana tersebut



Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

ahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan

Agar setiap orang menget
tanya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Bupati ini dengan Penempa

Ditetapkan di Stabat o
pada tanggal 34~ g

BUPATI LANGKAT

ttd

NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat
pada tanggal &4- 8- aolf

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

ttd

INDRA SALAHUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2018 NOMOR 35

Salinan Sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKLI/M.

ALIMATAARIGAN, SH
PEMBINA ||
NIP. 19‘739303 200212 1 005

O



